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ABSTRAK 

Mayada Wahyuni Andri, (2024): Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan 

Akta Cerai (Studi Analisis Putusan 

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura 

Nomor: 401/Pdt.G/2022/PA/Sak). 

Perkawinan merupakan salah satu sunah Allah yang sakral dalam 

pelaksanaannya dan mempunyai tujuan yang sakral pula, serta tidak terlepas dari 

ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syariat Islam. Oleh karena itu syarat dan rukun 

perkawinan harus terpenuhi. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat dan rukun dalam 

melangsungkan perkawinan maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan batal.  

Dalam kasus yang terjadi di pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 

401/Pdt.G/2022/PA.Sak tentang pembatalan perkawinan yang disebabkan akta 

cerai palsu, sehingga pihak istri yang telah menikah lagi harus membatalkan 

perkawinan yang keduanya karena masih terikat dengan perkawinan sebelumnya. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan 

analisis. Objek penelitian yaitu Pembatalan Perkawinan pada Pengadilan Agama 

Siak Nomor: 401/Pdt.G/2022/PA.Sak. Sumber data yang digunakan berupa sumber 

data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan observasi, 

wawancara, dan dokumenter. Teknik analisis dengan penelitian yang bersifat 

kualitatif dengan menggunakan metode analisis isi (content analysis). 

Hasil penelitian penulis dapat diungkapkan bahwa putusan perkara nomor 

401/Pdt.G/2022/PA.Sak dalam pertimbangan hukumnya hakim menjadikan akta 

cerai palsu sebagai alasan hukum, serta menggunakan pasal 9 Undang-undang 

nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 40 huruf (a) serta 71 huruf (b) Instruksi Presiden 

RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu seorang istri masih 

berstatus sebagai istri orang lain. Setelah adaya putusan ini, akibat hukum yang 

timbul dari pembatalan perkawinan bagi suami istri yaitu perkawinan tersebut 

menjadi putus sehingga hubungan suami istri di antara keduanya menjadi tidak sah 

dan bagi para pihak yang dibatalkan perkawinannya statusnya kembali seperti 

keadaan semula sebelum terjadi perkawinan karena perkawinan tersebut dianggap 

tidak pernah ada. 

 

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Pembatalan Perkawinan, Akta Cerai  



ii 

 

KATA PENGANTAR 
 

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan 

karunia-Nya sehingga skripsi dengan judul  PEMBATALAN PERKAWINAN 

KARENA PEMALSUAN AKTA CERAI (Studi Analisis Putusan Pengadilan 

Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 401/Pdt.G/2022/PA.Sak) ini dapat tersusun 

hingga selesai. Shalawat besertakan salam senantiasa terucap dan kita hadiahkan 

kepada junjungan alam, nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi suri 

tauladan kita dalam kehidupan dan berakhlak karimah. 

Penulis menyadari tanpa bantuan dari berbagai pihak maka penulisan skripsi 

ini tidak mungkin terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan 

terima kasih kepada: 

1. Keluarga yang sangat penulis cintai, Mama Rita, Papa Andri, Kakak Putri, 

Adik Alifah dan Adik Arkan yang tiada henti memberikan semangat dan doa 

yang tulus kepada penulis. 

2. Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau dan seluruh jajaran civitas akademik. 

3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum yakni bapak Dr. Zulkifli M.Ag beserta 

jajaran dan para staffnya serta seluruh jajaran dosen Fakultas Syariah dan 

Hukum. 

4. Ketua Program Studi Hukum Keluarga yakni bapak Dr. H. Akmal Abdul 

Munir, LC., MA beserta jajaran dan para staffnya. 



iii 

 

5. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag. dan ibu Yuni Harlina, M.Sy. selaku 

pembimbing I dan II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

6. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag. selaku Dosen Penasehat Akademik 

yang telah membimbing penulis selama perkuliahan. 

7. Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dan seluruh staff Pengadilan 

Agama Siak Sri Indrapura yang telah membantu dan mengizinkan penulis 

dalam melakukan penelitian. 

8. Teman-teman kelas C Hukum Keluarga angkatan 2020 yang senantiasa 

memberikan dukungan serta membersamai penulis selama menjalani 

perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

9. Teman-teman Praktek Kerja Lapangan di Pengadilan Agama Siak Sri 

Indrapura tahun 2022 yang telah memberikan dukungan, pelajaran serta 

semangat  kepada penulis. 

10. Teman-teman KKN Kampung Tualang tahun 2023 yang telah memberikan 

dukungan serta semangat kepada penulis. 

11. Sahabat-sahabat Mayada baik yang berada di Riau maupun di luar Riau, yang 

selalu mendoakan serta memberikan motivasi serta dukungan dalam 

mengerjakan skripsi. 

12. Semua pihak terlibat yang tidak bisa disebutkan satu persatu. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak 

kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan 

kritik dan saran dari berbagai pihak. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat 



iv 

 

memberikan manfaat serta berguna bagi penulis pribadi dan juga bagi pembaca 

sekalian.  

 

 

 

 

 

 

Pekanbaru, 31 Januari 2024 

 

 

 

Penulis 

  

  



v 

 

DAFTAR ISI 

 

ABSTRAK  ............................................................................................................. i 

KATA PENGANTAR ........................................................................................... ii 

DAFTAR ISI  .......................................................................................................... v 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah ............................................................................... 1 

B. Batasan Masalah .......................................................................................... 6 

C. Rumusan Masalah ........................................................................................ 6 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ................................................................. 6 

BAB II LANDASAN TEORI 

A. Kerangka Teoritis ......................................................................................... 8 

1. Pengertian Perkawinan  .......................................................................... 8 

2. Dasar Hukum Perkawinan ................................................................... 10 

3. Tujuan Asas Perkawinan  ..................................................................... 12 

4. Rukun dan Syarat Perkawinan  ............................................................ 14 

5. Pembatalan Perkawinan  ...................................................................... 17 

B. Penelitian Terdahulu .................................................................................. 25 

BAB III METODE PENELITIAN  

A. Jenis Penelitian ........................................................................................... 28 

B. Objek Penelitian ......................................................................................... 28 

C. Sumber Data ............................................................................................... 28 

D. Teknik Pengumpulan Data ......................................................................... 29 

E. Teknik Analisis Data .................................................................................. 30 

F. Teknik Penulisan ........................................................................................ 31 

G. Sistematika Penelitian ................................................................................ 31 



vi 

 

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 

A. Profil Pengadilan Agama Siak ................................................................... 33 

1. Sejarah Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura  ................................... 33 

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura  ......................... 35 

3. Tugas Pokok dan Fungsi Penadi;an Agama Siak  ................................ 36 

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Siak  ...................................... 37 

B. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 

401/Pdt.G/2022/PA/Sak ............................................................................. 38 

1. Identitas Para Pihak  ............................................................................. 38 

2. Tentang Duduk Perkara ....................................................................... 39 

3. Pembuktian  .......................................................................................... 40 

4. Pertimbangan Hukum .......................................................................... 41 

5. Amar Putusan  ...................................................................................... 45 

C. Pembataan Perkawinan Karena Pemalsuan Akta Cerai ............................. 46 

1. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Siak Sri Indrapuran  

Nomr: 401/Pdt.G/2022/PA.Sak  ........................................................... 46 

2. Akibat Hukum yang ditimbulkan dalam perkara pembatalan perawinan 

Nomor: 401/Pdt.G/2022/PA.Sak  ......................................................... 53 

BAB V PENUTUP 

A. Kesimpulan ................................................................................................ 60 

B. Saran ........................................................................................................... 60 

DAFAR PUSTAKA  

LAMPIRAN



1 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Manusia merupakan makhluk yang selalu melakukan interaksi dengan 

sesama oleh sebab itu timbul untuk hidup bersama. Kehidupan manusia yang 

ingin hidup bersama dengan manusia lain sudah menjadi kodrat sebagai 

makhluk sosial. Islam telah mengatur jika seorang pria dan seorang wanita 

ingin hidup bersama maka terdapat perjanjian untuk membentuk sebuah 

keluarga yang bahagia dan kekal. Seorang yang telah melangsungkan 

perkawinan berarti melaksanakan ibadah, melakukan perbuatan ibadah berarti 

telah melaksanakan ajaran agama yakni perintah Allah SWT. 

Undang-undang No.1 Tahun 1974 Pasal 1 disebutkan perkawinan adalah 

ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri 

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dalam Islam bukan 

sekedar restu, juga bukan sekedar sebuah pengakuan legalitas suatu hubungan 

seorang pria dan seorang wanita, tetapi merupakan perjanjian yang suci, kokoh 

dan kuat.1 

Dengan pengertian tersebut maksud dari pekawinan tersebut tidak hanya 

terbatas pada lahirnya saja, melainkan mencakup jiwa dan raga, materil dan 

 
1 Bustanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan 

Prospeknya, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 98. 
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spriritual demi kebahagiaan dunia akhirat. Hubungan keluarga yang diikat 

dengan perkawinan yang sah merupakan suatu perjanjian yang suci bukan saja 

disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa tetpai juga dipertanggungjawabkan 

kepada-Nya.2 Islam juga telah mengatur perkawinan untuk menjaga 

kerhormatan serta keturunan dari kenistaan serta memelihara kesucian. 

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang mulia, yang mana memiliki 

kedudukan yang terhormat dalam hukum islam dan hukum nasional Indonesia. 

Dalam perkawainan bukan sekedar melampiaskan nafsu birahi, melainkan 

tercapainya tujuan pernikahan yaitu ketenangan, tentram dan saling 

menyayangi antara suami istri.  

Untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut, maka perlu diatur hak serta 

kewajiban suami istri. Yakni seorang pria bisa memenuhi kewajibannya 

sebagai suami terhadap istri, begitupun sebaliknya seorang wanita harus bisa 

memenuhi kewajiban sebagai istri terhadap suaminya. Jika masing-masing 

telah memenuhi kewajibannya maka hak dari keduanya akan terpenuhi. 

Terlaksananya hak dan kewajiban antara suami dan istri tersebut karena adanya 

perkawinan yang sah. 

Suatu perkawinan yang sah dan baik menurut hukum agama dan hukum 

negara apabila dilakukannya segala rukun dan syarat juga tidak melanggar 

larangan perkawinan. Sebaliknya, jika suatu perkawinan dilangsungkan dan 

 
2 Syaidur Syahar, Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaanya: Ditinjau 

dari Segi Hukum Islam, (Bandung: Alumni, 1981), h. 10. 
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dikemudian hari diketahui para pihak tidak memenuhi syarat untuk 

melangsungkan perkawinan, maka dapat dibatalkan perkawinan tersebut.3 

Putusnya suatu perkawinan dapat terjadi apabila salah satu pihak 

meninggal dunia atau karena suatu perceraian dan juga ada diputuskan dari 

pengadilan, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. Putusnya 

perkawinan atas dasar putusan pengadilan karena adanya permohonan 

pembatalan perkawinan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berwenang. 

Apabila suami istri yang menjalin surat perkawinan dan ternyata di 

kemudian hari diketahui bahwa syarat-syarat untuk perkawinan tidak lengkap 

maka salah satu pihak atau pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan 

tersebut dapat mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan. 

Ada kemungkinan misal karena kekhilafan, suatu perkawinan yang 

sudah dilangsungkan padahal syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau ada 

larangan-larangan yang dilanggar misal salah satu pihak masih terkait 

perkawinan lama atau perkawinan telah dilangsungkan oleh pegawai pencatat 

sipil yang tidak berwenang dan lain sebagainya. Perkawinan seperti itu dapat 

dibatalkan oleh hakim, atas tuntutan orang-orang yang berkepentingan atau 

atas tuntutan jaksa.4 

Pada dasarnya seorang wanita hanya diperbolehkan mempunyai satu 

orang suami, sama halnya dengan pria hanya boleh menikahi satu orang istri 

 
3 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 186; Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 6401 tentang Perkawinan, Pasal 22.   
4 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: PT Intermasa, 1985), h. 27. 
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yaitu asas monogami. Tetapi, bagi seorang suami diperbolehkan untuk 

menikahi lebih dari seorang istri asalkan memiliki surat izin dari Pengadilan 

Agama, untuk mendapatkan izin tersebut suami harus memenuhi syarat-syarat 

yang ada di Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan.  

Dalam Undang-Undang perkawinan tidak terdapat peraturan secara  

khusus mengenai istri mempunyai suami lebih dari satu orang. Islam juga 

melarang seorang wanita menikah lebih dari seorang suami, namun dalam 

kenyataannya ada, perkawinan ini bisa terjadi karena perkawinan dilakukan 

dengan mengabaikan peraturan yang berlaku dan tanpa memandang tata cara 

pelaksaan yang dilakukan benar atau salah. Dengan kata lain, agar tetap 

terlaksanakannya perkawinan tersebut maka dilakukanlah cara tidak baik dan 

benar. Tidak jujur yang dimaksud dengan memalsukan identitas dan statusnya 

kepada petugas pencatatan perkawinan. 

Terdapat perkara Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura di bawah register 

Nomor: 401/Pdt.G/2022/PA.Sak. yakni tentang gugatan pembatalan 

perkawinan. Gugatan didaftarkan pada tanggal 21 Juli 2022 oleh pemohon 

yaitu kepala KUA setempat. Berawal dari perkawinan seorang wanita 

(Termohon II) dengan seorang pria (Termohon I). Bahwa sebelum menikah 

Termohon I berstatus jejaka dan Termohon II berstatus janda (cerai hidup). 

Setelah pernikahan tersebut, Termohon I dan Termohon II bertempat tinggal di 

daerah setempat. Sehari setelah menikah, pemohon merasa ada kejanggalan 

pada Akta Cerai yang telah diserahkan saat pendaftaan nikah dan berusaha 

mengecek kebenaran Akta Cerai kepada Pengadilan Agama setempat. Ternyata 
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benar bahwa Akta Cerai tersebut tidak terdaftar di Pengadilan Agama setempat. 

Dengan adanya pemalsuan tersebut, kepala KUA (Pemohon) mengajukan 

permohonan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama Siak Sri 

Indrapura dengan alasan menikah dengan Termohon I tetapi masih terikat 

perkawinan yang sah dengan suami sebelumnya yang dilakukan Termohon II. 

Dalam persidangan Termohon I dan Termohon II tidak datang menghadiri 

persidangan (verstek). Terhadap perkara ini Majelis Hakim 

mempertimbangkan perkara ini. Kemudian Pengadilan memutuskan bahwa 

perkawinan tersebut dibatalkan. 

Adapun pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan permbatalan 

perkawinan yaitu: 

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri; 

2. Suami atau istri, pejabat yang berwenang; 

3. Pejabat yang ditunjuk.5 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk 

meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam 

memutus perkara ini serta akibat hukum yang ditimbulkan dari perkara tersebut 

dalam skripsi “Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Akta Cerai (Studi 

Analisis Putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 

401/Pdt.G/2022/PA.Sak). 

 

 
5Ibid., Pasal 23. 
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B. Batasan Masalah 

Menghindari luasnya pembahasan yang terlalu jauh dari garis yang 

sudah ditetapkan, maka perlu adanya batasan masalah. Pada penelitian ini, 

penulis membatasi ruang lingkup peneliatian yaitu pembatalan perkawinan 

karena pemalsuan akta cerai pada putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama 

Siak Sri Indrapura Nomor: 401/Pdt.G/2022/PA.Sak. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka dapat 

dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara 

pembatalan perkawinan karena pemalsuan akta cerai berdasarkan putusan 

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor:  401/Pdt.G/2022/PA.Sak.? 

2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari perkara pembatalan 

perkawinan dalam perkara Nomor: 401/Pdt.G/2022/PA.Sak. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hukum hakim 

yang dikemukakan hakim dalam memutus perkara pembatalan 

perkawinan karena pemalsuan akta cerai. 

b. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum yang ditimbulkan 

dari pembatalan perkawinan dalam perkara Nomor: 

401/Pdt.G/2022/P.Sak. 
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2. Kegunaan Penelitian 

a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran 

bagi dunia akademik khususnya dibidang hukum keluarga. 

b. Sebagai bahan acuan atau pendorong bagi peneliti lain yag ingin 

melaukan penelitian ini dengan permasalahan yang serupa di daerah 

lain. 

c. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan studi 

program Strata 1 (S1) pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah 

dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kerangka Teoritis 

1. Pengertian Perkawinan 

Perkawinan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah an-nikah. 

An-Nikah yang bermakna al-wat’u dan ad-damnu wa at-tadakhul, 

kadangkala juga disebut dengan ad-dammu wa al-jam’u yang bermakna 

bersetubuh, berkumpul dan akad6. Bahkan perkawinan dalam literatur fiqh 

disebut dalam dua kata nikah dan zawaj7. Kedua kata ini biasa dipakai 

dalam kehidupan sehari-hari dan banyak terdapat di al-Quran maupun 

hadis Rasulullah Muhammad saw. 

Dalam pegertian majaz, nikah di istilahkan dengan akad, dimana 

akad merupakan diperbolehkannya bersenggema. Karena nikah adalah 

akad, maka pernikahan didefenisikan sebagai suatu akad yang sangat kuat 

mitsaqan ghalidhan untuk memenuhi perintah Allah dan melaksankannya 

merupakan ibadah.8 

Dengan demikian, perkawinan adalah akad/perjanjian yang 

menghalalkan pergaulan, membatasi hak dan kewajiban, serta sikap tolong 

 
6 Amiur Nuruddin dan Azhar Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi 

Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI, (Jakarta: Prenada 

Meia, 2004, h. 38. 
7 Amir Syafiruddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan 

Undang-undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 35. 
8 Republik Indonesia, Himpunan Peraturan Peraturan Perundang-Undangan Yang 

Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya, 

(Mahkamah Agung RI, 2011), h. 64. 
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menolong antara seorang pria dan seorang wanita yang keduanya bukan 

muhrim. Sehingga terbentuklah fungsi masing-masing pihak sebagai 

akibat dari adanya ikaatan lahir batin, serta terjadi pertalian yang sah antara 

seorang pria dan seorang wanita dalam waktu yang lama.9 

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku bagi 

semua ciptaan Tuhan, baik manusia maupun hewan dan tumbuhan. 

Perkawinan adalah jalan pilihan Allah bagi manusia untuk beranak pinak, 

beranak cucu dan memelihara kehidupan, karena masing-masing pasangan 

sepakat untuk berperan positif dalam memenuhi tujuan perkawinan. Tuhan 

tidak menciptakan manusia seperti makhluk lainnya, bebas menuruti 

nalurinya dan menjalin hubungan anarkis tanpa aturan. Untuk menjunjung 

tinggi harkat dan martabat manusia, Allah membuat hukum-hukum sesuai 

dengan harkat dan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan 

perempuan harus diatur dengan penuh hormat dan dilandasi rasa saling 

meridhai, memberikan upacara ijab qabul sebagai lambang adanya rasa 

ridha-meridhai dan di hadapan saksi yang bersaksi bahwa pasangan pria 

dan wanita itu diikat menjadi satu. Bentuk perkawinan ini memberikan 

jalan yang aman bagi naluri seksual, membesarkan keturunan dengan baik, 

dan mencegah perempuan menjadi seperti rumput untuk dimakan ternak 

semaunya. Menurut ajaran Islam, hubungan laki-laki dan perempuan 

diletakkan di bawah naluri keibuan dan kebapaan, seperti halnya ladang 

 
9 T.O. Ihromi, Bunga Rampai Sosiologi Keluarga, (Jakarta: Yayasan Obor, 2004), h. 137. 
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yang baik yang kemudian menghasilkan tanaman yang baik dan juga 

menghasilkan buah yang baik.10 

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

Bab 1 Pasal 1, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria 

dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan 

Yang Maha Esa”. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu yang 

berhubungan dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan 

hanya mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi unsur batin/rohani.  

2. Dasar Hukum Perkawinan 

a. Al'qur'an 

Dasar hukum perkawinan termuat dalam Al-Qur'an surah an-

Nur ayat 32 yang berbunyi: 

نِهِمُ ٱللَُّ  لِحِيَن مِنأ عِبَادكُِمأ وَإِمَائِٓكُمأۚۡ إِن يَكُونوُاْ فُ قَراَءَٓ يُ غأ ىَم مِنكُمأ وَٱلصمَ َيَمَ  مِن وَأنَكِحُواْ ٱلۡأ
سِعٌ عَلِيم لِهِۦۗ وَٱلَلُّ ومَ    ٞ  فَضأ

Artinya: “dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu. 

dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba 

sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang 

perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan 

mereka dengan kurnia-Nya dan Allah Maha Luas 

(pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui."11 

 

surah az-Zariyat ayat 49, yang berbunyi: 

 
10 Sayid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), h. 5. 
11 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Q.S An-Nur: 32. 
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ِ لَعَلَكُمأ تَذكََرُونَ   جَينأ نَا زَوأ ءٍ خَلَقأ  وَمِن كُلِ  شَيأ

Artinya: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan 

supaya kamu mengingat kebesaran Allah".12  

Dalam firman Allah di atas sudah jelas bahwa Allah 

memerintahkan melakukan perkawinan antar lawan jenis. Islam juga 

mengatur manusia dalam hidup berpasang-pasangan itu melalui jenjang 

perkawinan. Dari makhluk yang diciptakan berpasang pasangan inilah 

Allah SWT menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan 

berlangsung dari generasi berikutnya. 

b. Hadits  

حَدَثَ نَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثِ حَدَثَ نَا أَبِْ حَدَثَ نَا الَْۡعْمَشُ قاَلَ حَدَثَنِِْ عُمَارةٌَ عَنْ 
اللَِّ، فَ قَالَ عَبْدُ اللَِّ:   يزَيِْدَ قاَلَ: دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالَْۡسْوَدِ عَلَى عَبْدِ عَبْدِ الرَحَْْنِ بْنِ  

ئاا، دُ شَي ْ قَالَ لنََا رَسُوْلُ اللَِّ صَلَى الَلُّ ف َ   كُنَا مَعَ النَبِِ  صَلَى الَلُّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ شَبَابًا لََ نََِ
مَنْ اسْتَطاَعَ مِنْكُمْ البَاءَةَ فَ لْيَ تَ زَوَجْ فإَِنهَُ أغََضُّ للِْبَصَرِ  لَمَ: يََ مَعْشَرَ الشَبَابِ عَلَيْهِ وَسَ 

 وَأَحْصَنُ للِْفَرجِْ وَمَنْ لََْ يَسْتَطِعْ فَ عَلَيْهِ بًِلصَوْمِ   فإَِنهَُ لهَُ وِجَاءٌ.  )رَوَاهُ الْبُخَاريِ( 13
 

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Amru bin Hafsh bin Ghiyats 

Telah menceritakan kepada kami bapakku Telah menceritakan 

kepada kami Al A'masy ia berkata; Telah menceritakan 

kepadaku Umarah dari Abdurrahman bin Yazid ia berkata; 

Aku, Alqamah dan Al Aswad pernah menemui Abdullah, lalu 

ia pun berkata; Pada waktu muda dulu, kami pernah berada 

bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Saat itu, kami tidak 

sesuatu pun, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 

bersabda kepada kami: "Wahai sekalian pemuda, siapa 

diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka 

hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat 

 
12 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Q.S An-Zariyat: 

49. 
13 Abu Abdillah Muhammad Ismail Al-Bukhari, Shahih Bukhari. (Damaskus: Daar Ibnu 

Katsir, 2002), h. 1293. 
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menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga 

kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia 

berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya." (HR. 

Bukhari No. 5066). 

 

Hadist Rasul Rawahul Al bukhori:  

حدثنا سعيد بن أبِ . مريم أخبرنا محمد بن جعفرٍ أخبرنا حْيد بن أبِ حْيد الطويل   
أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول;..َ.لَكِنِِ  أَصُومُ وَأفُْطِرُ وَأُصَلِ ي وَأرَْقُدُ 

(رَوَاهُ الْبُخَاريِ )وَأتََ زَوَجُ النِ سَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَتِِ فَ لَيْسَ مِنِِ    
Artinya: Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Amir Abu Maryam 

Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ja'far Telah 

mengabarkan kepada kami Humaid bin Abu Humaid Ath 

Thawil bahwa ia mendengar Anas bin Malik radliallahu 'anhu 

berkata;... Akan tetapi aku berpuasa dan aku juga berbuka 

(tidak puasa), aku shalat (malam) dan aku juga tidur, dan aku 

juga menikahi wanita. Maka, barang siapa yang tidak 

menyukai sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku. 

(HR. Bukhari No. 5063).14 

 

3. Tujuan Asas Perkawinan 

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi 

petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, 

sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban 

anggota keluarga sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin 

disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga 

timbul kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga. 

Manusia diciptakan Allah SWT mempunyai naluri manusiawi 

yang perlu mendapat pemenuhan. Dalam pada itu manusia diciptakan oleh 

Allah SWT untuk mengabdikan dirinya kepada Khaliq penciptanya 

 
14 Ibid., h. 1292. 
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dengan segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi manusia 

yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup, agar 

manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah SWT mengatur hidup 

manusia dengan aturan perkawinan. 

Jadi aturan perkawinan menurut Islam merupakan tuntunan agama 

yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan 

perkawinan pun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. 

Sehingga kalau diringkas ada dua tujuan orang melangsungkan 

perkawinan ialah memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama.15 

Asas-asas dan prinsip yang tercantum dalam undang-undang 

adalah sebagai berikut. 

a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan 

kekal. Maka dari itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi 

agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya 

membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil. 

b. Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah 

sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus 

dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan 

pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, 

 
15 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 22. 
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misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat 

keterangan suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. 

c. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila 

dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari 

yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih 

dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami lebih dari 

seorang istri, meskipun dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan, 

hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai syarat diputuskan 

oleh Pengadilan. 

d. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri itu 

harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan 

perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara 

baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik 

dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon 

suami isteri yang masih di bawah umur.16 

4. Rukun dan Syarat Perkawinan 

a. Menurut Fiqih Sunnah 

Menurut Jumhur Ulama rukun perkawinan ada lima dan 

masing-masing memiliki syarat-syarat tertentu, untuk memudahkan 

pembahasan maka uraian rukun perkawinan akan disamakan dengan 

uraian syarat-syarat dari rukun tersebut. Adapun rukun perkawinan 

sebagai berikut: 

 
16 Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional, (Medan: Zahir Trading, 1975), h. 10 
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1) Calon suami syaratnya baligh, beragama islam, jelas orangnya, 

dapat dimintai persetujuan dan tidak terdapat halangan perkawinan. 

2) Calon istri syaratnya permpuan, jeals orangnya, dapat dimintai 

persetujuan dan tidak terhalang perkawinan. 

3) Wali nikah syaratnya dewasa, laki-laki, mempunyai hak perwalian, 

dan tidak terdapat halangan perwalian. 

4) Saksi nikah syaratnya minimal dua orang laki-laki, dewasa, hadir 

dalam ijab qabul dan mengerti maksud akad. 

5) Ijab qabul syaratnya adanya penyataan mengkawinkan dari wali 

setelah itu adanya penerimaan dari calon mempelai memakai kata 

nikah, jelas maksudnya, orang yang terkaid dalam ijab qabul tidak 

sedang ihram atau haji dan majelis ijab qabul itu harus dihadiri 

minimum empat orang yakni calon mempelai atau walinya, wali 

dari mempelai perempuan dan dua orang saksi.17 

b. Menurut Hukum Positif 

Perkawinan adalah salah satu perbuatan hukum, dan sebagai 

perbuatan hukum maka pasti mempunyai akibat hukum. Sah atau 

tidaknya perbuatan hukum dalam hal ini perkawinan ditentukan oleh 

ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 

terntang perkawinan. Sahnya perkawinan yang ada pada Pasal 2 ayat  

(1) dan (2) yaitu ‘perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut 

hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu dan juga ditentukan 

 
17 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 107. 
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dalam pasal 2 ayat (2) yaitu “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Kemudian penjelasan 

pasal 2 ayat (1) menjelasskan bahwa dengan perumusan pasal 2 (1) ini 

tidak ada perkawinan diluar masing-masing agama maupun 

kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.18 

Adapun yang dimaksud dengan hukum masing-masing 

agamanya dan kepercayaan itu selama tidak bertentangan atau tidak 

ditentukan lain dengan Undang-Undang ini. Adapun sahnya 

perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam pasal 

4 yang berbunyi perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut 

hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang syarat sah perkawinan. Syarat-syarat yang diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan meliputi syarat formil. 

Syarat materil adalah syarat-syarat yang berlaku mengenai diri pribadi 

mempelai. Sedangkan syarat-syarat formil adalah syarat yang 

menyangkut tata cara harus dipenuhi sebelum dan pada saat 

berlangsungnya perkawinan: 

1) Syarat-syarat materil yang berlaku umum: 

Syarat-syarat materil yang termasuk dalam kelompok ini 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-

 
18 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), h. 10.  



17 

 

 
 

Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang pekawinan, syarat-syarat 

materil sebagai berkut: 

a) Pasal 6 ayat (1) perkawinan harus didasarkan persetujuan 

kedua belah pihak. 

b) Pasal 7 ayat (1) prekawinan hanya diizinkan apabila pria dan 

wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. 

c) Pasal 9, seorang yang , masih terikat perkawinan dengan orang 

lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal yang termuat 

dalam (pasal 3 ayat 2) dan pasal 4 hal ini berkaitan dengan 

poligami. 

d) Pasal 39 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 Tentang 

pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan. Yaitu tentang waktu tunggu seorang wanita yang 

sedang putus perkawinannya. Tidak terpenuhi syarat-syarat 

tersebut menimbulkan ketidakwenangan untuk melangsungkan 

perkawinan dan berakibat fatal akan suatu perkawinan.19 

5. Pembatalan Perkawinan 

a. Pengertian Pembatalan Perkawinan 

Pembatalan perkawinan dalam hukum Islam disebut fasakh 

yang artinya merusakkan atau membatalkan. Fasakh menurut bahasa 

berarti rusak, batal. Batal yaitu rusaknya hukum yang ditetapkan 

terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan 

 
19 Ibid.  
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rukunnya, sebagaimana yang ditetapkan oleh syara’. Jadi fasakh 

sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan ialah merusakkan atau 

membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung.20 

Dalam  hukum  Islam  pembatalan  perkawinan  dapat terjadi  

karena dua hal yaitu: pertama, terdapat hal-hal yang membatalkan akad 

nikah yang dilaksanakan. Para imam madzhab yakni, Imam Malik, 

Syafi’i, Hanafi dan Hambali, sepakat bahwa jika terjadi perkawinan 

dengan perempuan (mahram) yang disebut dalam al-Qur’an, maka    

hukumnya adalah haram dan perkawinan itu harus difasakh21 dan 

menunjukkan larangan abadi untuk orang-orang yang dinikahi, maka  

ketika hal-hal tersebut diketahui, akad tersebut dinyatakan rusak 

seketika itu juga tanpa memerlukan adanya keputusan pengadilan.22 

Kedua, terdapat hal baru yang dialami sesudah akad nikah 

terjadi dan hubungan perkawinan sementara berlangsung. Seperti 

dalam hal perkawinan dilakukan dengan modus penipuan, yakni suami 

yang semula beragama non Islam kemudain masuk Islam hanya untuk 

menikahi wanita muslimah (secara formalitas), dan setelah pernikahan 

terjadi suami kembali pada agama semula, maka perkawinan yang 

demikian dapat dilakukan pembatalan. Para imam mazhab 

menambahkan beberapa alasan yang menjadi bolehnya pembatalan 

 
20 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 

1967), h. 78 
21 M. Rifa’I, Terjemah Khulashah Kifayatul Ahyar, (Semarang: CV. Toha Putra, 1978), h. 

307. 
22 M.  Anwar, Dasar-dasar Hukum Islam dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan 

Agama, (Bandung: CV. Diponegoro, 1991), h. 73. 
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perkawinan tersebut diantaranya: Dalam madzhab Hanafi dan Maliki 

memperbolehkan pembatalan perkawinan dengan sebab: karena 

murtadnya kedua suami istri tersebut, perceraian disebabkan rusaknya 

perkawinan itu, bubar  dikarenakan  tiadanya  kesamaan status  (kufu).23 

Begitu juga dalam madzhab Syafi’i dan Hambali  memperbolehkan 

pembatalan perkawinan dengan tambahan sebab: karena cacatnya 

seseorang dari pasangan tersebut, disebabkan berbagai kesulitan suami 

(i’sar), dan tiada kesamaan status atau (tidak sekufu). 

Pembatalan perkawinan mengacu pada upaya untuk mengakhiri 

hubungan setelah sebelumnya perkawinan itu terjadi. Dalam 

memutuskan pembatalan perkawinan, pengadilan harus selalu 

memperhatikan ketentuan agama mempelai. Jika perkawinan itu sah 

menurut agama, pengadilan tidak dapat membatalkan perkawinan itu.24 

Dalam hukum Islam, perkawinan dianggap sah apabila syarat-syarat 

dan rukun akad terpenuhi. Jika salah satu syarat atau rukun nikah tidak 

ada, maka akadnya batal. Sedangkan jika salah satu syarat tidak 

terpenuhi maka akad dianggap fasid. 

Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa 

perkawinan dapat dibatalkan jika para pihak tidak memenuhi syarat-

syarat perkawinan. Namun, jika rukun tersebut tidak terpenuhi, maka 

pernikahan tersebut tidak sah. Perkawinan dapat dibatalkan 

 
23 Abdullah  Nashih  Ulwan, Adab  al-Khitbah  wa  al-Zafaf (Etika  Memilih  Jodoh) Terj. 

Abdul Halim Hamid, (Jakarta: Cahaya Press, t.th), h. 72 
24 Lilis Rasjidi, Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia, 

(Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991), h. 83. 
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berdasarkan Pasal 22, 24, 26 dan 27 Undang-Undang Perkawinan serta 

Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam.  

1) Perkawinan batal  

Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan batal apabila: 

a. Suami melakukan perkawinan, sedangkan ia tidak berhak 

melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang 

isteri, sekalipun dari keempat isterinya itu dalam iddah talak raji’ 

b. Seseorang menikahi bekas isterinya yang telah dili'annya. 

c. Seseorang menikahi bekas isterinya yang telah dijatuhi tiga kali 

talak olehnya, kecuali bila bekas isterinya tersebut pernah 

menikah dengan peria lain yang kemudia bercerai lagi ba'da 

dukuhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya.25 

d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai 

hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu 

yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang 

No. 1 Tahun 1974, yaitu: 

a) Berhubungan darah dalam garis lurus ke bawah atau ke atas; 

b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu 

antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan 

antara seorang dengan saudara neneknya: 

 
25 Abdul Manan dan M. Fauzan, Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan 

Agama, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 16. 
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c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan 

ibu atau ayah tiri: 

d) Berhubungan susuan, yaitu orang tua sesusuan. anak susuan, 

saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.  

e) Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau 

keponakan dari isteri atau isteri-isterinya. 

2) Perkawinan yang dapat dibatalkan 

a. UU No. 1 Tahun 1974 

Pada Pasal 22, Perkawinan dapat dibatalkan, apabila 

para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan 

perkawinan. Pasal 24, Barangsiapa karena perkawinan masih 

terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas 

dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan 

perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan 

pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini. Pasal 26, 

Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat 

perkawinan yang tidak berwenang. wali nikah yang tidak sah 

atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi 

dapat dimintakan pembatalan oleh para keluarga. dalam garis 

keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami 

atau istri.  

Hak untuk membatalkan oleh suami dan isteri 

berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila 
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mereka telah hidup bersama suami isteri dan dapat 

memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat 

perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus 

diperbaharui supaya sah. Pada Pasal 27: 

1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan 

pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan 

di bawah ancaman yang melanggar hukum. 

2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan 

pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya 

perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau 

isteri. 

3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka 

itu telah menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 

(enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami 

isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan 

permohonan pembatalan, maka haknya gugur.   

b. Kompilasi Hukum Islam 

Pasal 71 

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila: 

1) Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan 

Agama; 

2) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui 

masih menjadi isteri pria yang mafqud;  
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3) Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari 

suami lain; 

4) Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, 

sebagaimana ditetapkan pasal 7 Undang-undang No. 1 

tahun 1974; 

5) Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan 

oleh wali yang tidak berhak; 

6) Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan. 

Pasal 72 

1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan 

pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan 

di bawah ancaman yang melanggar hukum. 

2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan 

pembatalan perkawinan apabila waktu berlangsungnya 

perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai 

diri suami atau isteri. 

3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka 

itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 

(enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami 

istri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan 

permohonan pembatalan, maka haknya gugur. 
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b. Akibat Pembatalan Perkawinan 

Kajian pada Pasal 28 (1) Ketetapan Nomor 1 Tahun 1974 

mengatur: “Setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum 

tetap dan berlaku sejak perkawinan, perkawinan itu dinyatakan tidak 

sah”. Kemudian ayat (2) menyatakan: “Keputusan yang ditetapkan 

tidak mempunyai kekuatan hukum retrospektif berlaku terhadap: anak-

anak yang lahir dari perkawinan”. Dan regulasinya terhadap Undang-

Undang Nomor 1 tentang Perkawinan tahun 1974, pembatalan 

perkawinan tidak mempunyai pengaruh yang surut kepada keturunan 

yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, sehingga anak tetap 

merupakan keturunan yang sah, dan berhak mewariskan harta warisan 

dari orang tuanya, terlepas dari keikhlasan suami istri pada saat 

kelahirannya.26 

Pada Pasal 45 ayat 1 dan 2 juga mengatur tentang hak dan 

kewajiban orang tua terhadap anak yang dilahirkan: “Kedua orang tua 

Semua mempunyai kewajiban untuk membesarkan dan mendidik anak-

anaknya yang setinggi-tingginya”. Pasal (2) Undang-undang Nomor 1 

tentang Perkawinan Tahun 1974 mengatur: “Kewajiban orang tua 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tetap berlaku sampai 

anak itu kawin atau dapat merdeka”. Sekalipun perkawinan yang 

 
26 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 186; Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 6401 tentang Perkawinan, Pasal 28.   
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dilakukan kedua orang tuanya telah berakhir. turun, kewajiban itu tetap 

ada. Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur: “Anak-

anak wajib menghormati orang tuanya dan menaati itikad baik mereka”. 

sekalipun perkawinan orang tuanya telah dinyatakan tidak sah oleh 

hakim.27 

Menurut KHI Pasal 75 dan Pasal 76 mengatur: “Pembatalan 

perkawinan tidak merusak hubungan hukum antara anak dengan orang 

tuanya”. Berhubungan dengan hak asuh anak adalah masih tetap dalam 

pantauan orang tua dan masih tidak bias hilang ketetapannya yang 

diakui sebagai anak dari hubungan suami istri yang batal akan 

perikahannya. 

B. Penelitian Terdahulu 

Untuk mendukung penelitiaan yang lengkap penulis akan mendata 

ulang pusataka yang memiliki relevansi dengan topik yang akan di kaji, yaitu 

beberapa skripsi sebagai berikut: 

1. Skripsi yang berjudul “Pembatalan Perkawinan karen Status Wali yang 

Tidak Sah (Studi Putusan Nomor: Pdt.G/2005/PA.Smn)” yang disusun 

oleh Sulis Rahmanto.28 Skripsi tersebut membahas tentang pembatalan 

perkawinan dengan menggunakan wali yang tidak sah (wali orang lain) 

padahal mempelai wanita masih memiliki wali nasab yaitu ayahnya. 

 
27  Ibid., Pasal 45   
28 Sulis Rahmanto, Pembatalan Perkawinan karena Status Wali yang Tidak Sah (Studi 

Putusan No. 23/Pdt.G/2005/PA. Smn), Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008) 
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Sedangkan skripsi ini yang penulis susun ini membahas tentang 

pembatalan perkawinan karena pemalsuan akta cerai. 

2. Skripsi Muhammad Said Yusuf yang berjudul “Pembatalan Perkawinan 

dan Dampaknya (Studi Kasus di Dusun Iroyudan Desa Guwosari 

Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul).29 Skripsi ini membahas tentang 

pembatalan perkawinan yang diajukan oleh pihak keluarga suami 

(Penggugat) terhadap istri (Tergugat) karena istri masih terikat perkawinan 

dengan suami pertamanya. Dalam skripsi tersebut menekankan pada status 

perkawinan dan dampak dari perkawinan tersebut. Skripsi penulis, 

menekankan pada dasar pertimbangan hukum hakim dan akibat hukum 

yang ditumbulkan dari pembatalan tersebut. 

3. Skripsi Sofyan Zefri yang berjudul “Pemalsuan Usia dalam Perkawinan 

(Studi Putusan Pengadilan Agama Jember tentang Permohonan 

Pembatalan Perkawinan Perkara Tahun 2004)”30. Menjelaskan bahwa 

pemalsuan usia tidak dapat dijadikan alasan pembatalan perkawinan 

apabila tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Dijelaskan bahwa hakim 

cerderung mengabaikan, apabila hal tersebut tidak terdampak pada 

keharmonisan rumah tangga. Skripsi penulis menjelaskan tentang 

pembatalan perkawinan karena pemalsuan akta cerai. 

 
29 Muhammad Said Yusuf, Pembatalan Perkawinan dan Dampaknya (Studi Kasus di 

Dusun Iroyudan Desa Guwosari Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul), Skripsi, (Yogyakarta: 

UIN Sunan Kalijaga, 2013) 
30 Sofyan Zefri, Pemalsuan Usia Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember 

tentang Permohonan Pembatalan Perkawinan Perkara Tahun 2004, Skripsi, (Yogyakarta: UIN 

Sunan Kalijaga, 2006) 



27 

 

 
 

Dari berbagai skripsi  yang penulis dikemukakan di atas, belum ada 

yang membahas tentang pembatalan perkawinan karena pemalsuan akta 

cerai, terutama pada pengkajian pembatalan perkawinan perkara Nomor: 

401/Pdt.G/2022/PA.Sak. Oleh karena itu, topik penelitian ini cukup layak 

dibahas lebih lanjut. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian hukum 

normatif atau studi kepustakaan atau studi dokumen dengan pendekatan kasus 

yaitu suatu pendekatan dengan melihat penerapan norma-norma atau kaidah 

terhadap isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang 

mempunyai kekuatan hukum tetap kemudian memberikan analisis hukum 

terhadap isu tersebut.31 

B.  Objek Penelitian 

Objek penelitian yang akan penulis teliti yaitu putusan Majelis Hakim 

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dalam pembatalan perkawinan (Nomor: 

401/Pdt.G/2022/PA.Sak). 

C. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa 

sumber, sebagai berikut:  

1. Data Primer 

 Sumber data primer merupakan sumber hukum bersifat autoritatif 

artinya mempunyai otoritas. Sumber hukum primer terdiri dari perundang-

undangan catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan penundang-

undangan dan putusan hakim. Maka dari itu, peneliti ini sumber data 

 
31 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 

58. 
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primer adalah salinan putsan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dengan 

perkara Nomor: 401/Pdt.G/2022/PA.Sak 

2. Data Sekunder 

 Sumber data sekunder, merupakan sumber bahan hukum kedua 

yang menjadi pelengkap referensi suatu penelitian atau sebagai pendukung 

sumber data primer. Data sekunder dapat diperoleh dari buku-buku yang 

berkaitan dengan objek penelitian, hasil-hasil penelitian berupa jurnal 

ilmiah, skripsi serta Kompilasi Hukum Islam. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah:  

a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk 

menghimpun data penelitian melalui pengamatan32. Penulis secara 

langsung mengakses putusan pembatalan perkawinan di Pengadilan 

Agama Siak pada situs web resmi Mahkamah Agung 

https://putusan3.mahkamahagung.go.id dan mengakses Sistem Informasi 

Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura https://sipp.pa-

siak.go.id. Kemudian memastikan data tersebut ke Pengadilan Agama Siak 

Sri Indrapura. 

b. Wawancara, yaitu sebagai bentuk konfirmasi atau data pendukung.33 

Penulis mewawancarai para hakim yang memeriksa dan memberikan 

 
32 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 

2013), h. 228. 
33 Ibid., h. 231. 

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/
https://sipp.pa-siak.go.id/
https://sipp.pa-siak.go.id/
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peutusan terhadap perkara yang diajukan pada Pengadilan Agama Siak Sri 

Indrapura Nomor: 401/Pdt.G/2022/PA. Sak., dengan susunan Majelis 

Hakim Zulfikri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Deded Bakti 

Anggara, Lc. dan Susi Endayani, S.Sy. sebagai Hakim Anggota. 

c. Dokumenter, merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara 

memperoleh data dari sumber buku-buku dan bahan bacaan yang berkaitan 

dengan judul penelitian yang akan penulis bahas dan juga catatan/rekam 

suara dari hasil wawancara. 

E. Teknik Analisis Data 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan 

menggunakan metode analisis isi (content analysis), yaitu meneliti isi dari 

putusan Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 

401/Pdt.G/2022/PA.Sak tentang pembatalan perkawinan secara mendalam, 

sehingga dapat di analisis dengan melihat ketentuan-ketentuan hukum yang 

berlaku. 

F. Teknik Penulisan 

Penelitian ini menggunakan teknik penulisan adalah sebagai berikut:  

a. Deskriptif, penulis mendeskripsikan secara jelas putusan Majelis Hakim 

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dalam pembatalan perkawinan 

(Nomor: 401/Pdt.G/2022/PA.Sak).  

b. Yuridis normatif, yaitu menelaah makna yang terdapat dalam sebuah 

peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini peneliti menelaah putusan 
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Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dalam pembatalan 

perkawinan (Nomor: 401/Pdt.G/2022/PA.Sak).  

c. Induktif, setelah mendeskripsikan dan menelaah putusan Majelis Hakim 

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dalam pembatalan perkawinan 

(Nomor: 401/Pdt.G/2022/PA.Sak), langkah selanjutnya menarik 

kesimpulan yang bersifat khusus. 

G. Sistematika Penelitian 

Untuk mempermudah pembahasan penulis dan mendapatkan gambaran 

yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka penulis menyusun 

sistematikan penulisan sebagai berikut: 

 BAB I: Pendahuluan, Bab ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian. 

 BAB II: Tinjauan Pustaka,  Tentang Pengertian perkawinan, Tujuan dan 

asas perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, pembatalan perkawinan dan 

akibat hukum pembatalan perkawinan. 

 BAB III: Metodologi Penelitian, Bab ini mencakup jenis penelitian, objek 

penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, analisis data, teknik 

penulisan dan sistematika penulisan. 

 BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan, PEMBATALAN 

PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN AKTA CERAI (Studi Analisis 

Putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 

401/Pdt.G/2022/PA.Sak) 
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 BAB V: Penutup, Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Selanjutnya 

diikuti daftar kepustakaan yang dijadikan sumber dalam pembahasan ini juga 

beberapa lampiran.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A.  Kesimpulan 

 Dari uraian pembahasan terhadap putusan Pengadilan Agama Siak Sri 

Indrapura Nomor: 401/Pdt.G/2022/PA.Sak tentang Akta cerai palsu sebagai 

penyebab pembatalan perkawinan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan 

sebagai berikut:  

1. Majelis hakim dalam memutus perkara Nomor: 401/Pdt.G/2022/PA.Sak 

tentang pembatalan perkawinan, menggunakan pertimbangan hukum akta 

cerai palsu dan pasal 9 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 40 

huruf (a) serta Pasal 71 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu seorang 

isteri masih berstatus istri orang lain dan belum putus perkawinannya 

dengan suami sebelumnya.  

2. Akibat hukum yang timbul dari pembatalan perkawinan bagi suami istri 

yaitu perkawinan tersebut menjadi putus sehingga hubungan suami istri di 

antara keduanya menjadi tidak sah dan bagi para pihak yang dibatalkan 

perkawinannya statusnya kembali seperti keadaan semula sebelum terjadi 

perkawinan karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. 

B. Saran 

Sebagai rangkaian akhir dari penulisan skripsi ini, penulis akan 

menyampaikan saran-saran, sebagai berikut: 
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1. Kepada para calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, 

harus benar-benar telah terpenuhi syarat-syarat dan rukunnya. Apabila 

terdapat kekurangan dalam syarat dan rukunnya, maka sebaiknya 

dilakukan penundaan hingga terpenuhi semua syarat dan rukun nikah, 

bukan memaksakan diri untuk tetap menikah tetapi akhirnya dibatalkan. 

Namun jika kekurangan itu memang tidak dapat dipenuhi atau karena 

memang terdapat larangan untuk menikah maka pernikahan seyogyanya 

tidak dilaksanakan, serta berusaha mengikuti peraturan perundang – 

undangan yang berlaku, sehingga kejadian seperti ini tidak akan 

terulang kembali. 

2. Kepada Kantor Urusan Agama (KUA) yang menangani secara langsung 

sebelum terjadinya suatu perkawinan untuk lebih jeli dan selektif dalam 

menangani surat – surat sebagai syarat kelengkapan bagi seorang suami 

dan istri untuk melangsungkan perkawinan, serta selalu melakukan 

verifikasi ke Pengadilan Agama. 
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